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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Birokrasi tentunya sudah sangat dikenal oleh manusia. Birokrasi dapat 

dikatakan sebagai roda pergerakan aktivitas masyarakat. Weber dalam 

Muhammad (2018) menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sistem kerja 

sebuah organisasi melalui hierarki yang berisi pejabat tetap/penuh waktu yang 

tersusun atas rantai komando. Selain itu Sumaryadi (2016) juga mengatakan 

bahwa birokrasi merupakan sebuah sistematika kerja yang diatur dan 

diperintahkan oleh suatu lembaga dengan berbagai kegiatan administrasi. 

Birokrasi merupakan serapan Bahasa Inggris yaitu Bereaucracy yang diartikan 

sebagai meja kekuasaan. Sehingga dapat disimpulkan, birokrasi merupakan 

sebuah sistem yang mengatur kegiatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 

administratif yang dipimpin oleh pemerintah. Max Weber dalam Thoha (2016) 

menjelaskan bahwa birokrasi berlandaskan pada sistem dan kewenangan yang 

sah dan juga formal. Birokrasi sebagai konsep, pemahaman, dan sebuah teknik 

tentunya dapat dan harus dilakukan dalam sebuah organisasi.  

Indonesia sendiri sebagai sebuah negara demokrasi menggunakan konsep 

birokrasi sebagai dasar penggeraknya. Berdasarkan sejarahnya, Indonesia sudah 

menggunakan sistem birokrasi sejak zaman kerajaan yang semakin 

dimaksimalkan melalui berbagai zaman. Wahyudi (2020) mengatakan 

perkembangan sistem birokrasi dari zaman kerajaan atau prakolonial, kolonial, 

hingga orde lama dan orde baru tidak menghilangkan corak maladministrasi 

yaitu menguntungkan pihak yang berkuasa. Kondisi birokrasi pada masa 
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pemerintahan orde baru membawa dua makna, dimana di satu sisi memberikan 

dampak baik dalam menanggulangi pengangguran karena banyaknya lowongan 

pekerjaan di instansi pemerintah namun berdampak pada kualitas pegawai 

pemerintahan. Penerimaan pegawai pada masa orde baru tidak memperhatikan 

faktor-faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aspek yang 

dimaksudkan ialah aspek kompetensi, aspek profesionalisme dan integritas serta 

aspek kebutuhan personil sehingga tergolong gemuk. Hal tersebut 

mempengaruhi berjalannya proses birokrasi karena hal tersebut dimanfaatkan 

oleh oknum-oknum untuk melakukan praktik maladministrasi contohnya 

memasukkan kerabat yang tidak memiliki kompetensi kedalam tubuh birokrasi 

yang menyebabkan kualitas pelayan publik tidak dapat ditingkatkan. Selain itu 

karena birokrasi diisi oleh kerabat, hal tersebut membuat pelayanan publik akan 

mendahului keinginan atasan atau golongan terlebih dahulu dan kepentingan 

masyarakat menjadi lambat. 

Birokrasi yang sejak dulu dipenuhi dengan praktik-praktik 

maladministrasi, karena adanya sistem yang tidak baik serta dipenuhi oleh 

kerabat membuat sistem tersebut digunakan oleh pemangku kepentingan 

menjadi sebuah mesin politik (Gedeona, 2013). Praktik maladministrasi 

mengakibatkan tingginya persepsi masyarakat akan ketidakpercayaan  pada 

birokrasi atau pemerintah. Ketidakpercayaan menyebabkan pandangan buruk 

pada sistem birokrasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh PERC 

(Political and Economic Risk Consultancy) dalam Komara (2019) menjelaskan 

jika di tahun 1999, Indonesia dikatakan menjadi negara yang memiliki kualitas 

buruk dalam pelaksanaan birokrasi dari beberapa negara di dunia. Berdasarkan 
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survei yang dilakukan, saat itu Indonesia mendapatkan skor 8 dari 10 dengan 0 

merupakan yang terbaik dan 10 untuk negara dengan birokrasi terburuk. 

Kepercayaan masyarakat pada birokrasi di zaman orde baru juga dipengaruhi 

oleh persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat yang mengarah pada tindakan-

tindakan KKN atau maladministrasi menyebabkan birokrasi dicap negatif. 

Birokrasi yang dijadikan mesin politik oleh rezim Soeharto pada orde baru, 

dilakukan dengan cara desakan monoloyalitas terhadap para birokrat terutama 

Soeharto sehingga dapat terus mempertahankan kekuasaannya. Monoloyalitas 

tersebut menyebabkan praktik maladministrasi seperti diskriminasi, nepotisme, 

kolusi dan juga korupsi. Praktik-praktik tersebut membuat kesengsaraan 

masyarakat dan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.  

Sistem birokrasi yang bersifat monoloyalitas atau otoriter mengakibatkan 

pergerakan roda ekonomi menjadi buruk yang berakhir pada terjadinya krisis 

moneter karena roda perekonomian yang lemah sehingga terjadi keruntuhan 

rezim orde baru pada tahun 1998. Keruntuhan rezim Soeharto ditandai dengan 

adanya pergerakan masyarakat dan mahasiswa yang terjadi di Jakarta yang 

menyebabkan Soeharto turun dari jabatannya. Keruntuhan rezim tersebut juga 

mengakibatkan terjadinya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan 

suatu konsep yang digunakan untuk melakukan pembaruan dalam sistem 

birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia tentunya memiliki tujuan yang 

sangat jelas, yaitu untuk memulihkan kondisi bangsa yang sebelumnya terpuruk 

karena adanya krisis dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Indonesia bertujuan untuk mengubah tata kelola birokrasi melalui mindset para 

birokrat dan juga culture birokrasi yang tidak efisien. Reformasi birokrasi juga 
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digunakan sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan konsep good 

governance di era globalisasi dan persaingan global yang semakin kuat.

Gambar 1. Indeks Kepercayaan Masyarakat

Sumber : Kata Data (2018)

Survei yang dilakukan oleh Edelman (2018) dalam kegiatan Edelman Tust 

Barometer Global Report 2018 menyatakan bahwa indeks kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi dan pemerintahan terus meningkat. Pada tahun 

2012 indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi sebesar 54% sedangkan 

terhadap pemerintah 36% dan terus membaik hingga pada tahun 2018 mencapai 

71% terhadap institusi dan 73% terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat 

dikatakan baik meskipun pada tahun 2016 sempat turun menjadi 62% terhadap 

institusi dan 58% untuk pemerintah.

Reformasi birokrasi pada pelaksanaannya tertuang dalam Perpres Nomor 

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 

Berdasarkan peraturan tersebut salah satu bagian yang membuat pelaksanaan 

birokrasi di Indonesia dikatakan buruk ialah sumber daya aparaturnya. SDM 

aparatur dikatakan sebagai alokasi dari  kualitas aparatur serta kuantitasnya 

dalam pendistribusian aparatur. Sistem pendistribusian yang belum seimbang 

menjadi salah satu penyebab adanya pelaksanaan birokrasi yang tidak baik.
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Kualitas aparatur negara dapat dilihat melalui budaya yang terjadi pada tubuh 

birokrasi aparatur yang kurang sehat, selain itu kualitasnya yang dilihat dari pola 

pikir aparatur yang kurang baik berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam 

birokrasi. Aparatur negara yang berkualitas tentunya harus berkonsentrasi pada 

pelayanan publik dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat secara maksimal.  

Reformasi birokrasi merupakan suatu langkah untuk membuat perubahan 

dan pembaruan mendasar dalam sistem pemerintahan, yang meliputi 

kelembagaan, tatalaksana, dan SDM (Yusriadi, 2018). Birokrasi yang 

sebelumnya memiliki masalah dalam bidang SDM, melalui reformasi birokrasi 

ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut sehingga pelayanan kepada 

masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memiliki mutu serta kualitas yang 

maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber daya aparatur merupakan 

bagian terpenting dalam proses birokrasi dimana aparatur atau birokrat 

menjalankan proses birokrasi sebagai aktor dan juga penggeraknya. Bailey 

dalam Satibi (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia 

akan menjadi kewajiban ke depannya, karena sumber daya manusia harus 

mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baru sesuai dengan dinamika 

perubahan yang terjadi dengan kata lain SDM merupakan aset dalam sistem 

birokrasi. Maka dari itu untuk mencapai terlaksananya reformasi birokrasi yang 

diperlukan ialah bagaimana sistem tata kelola SDM, salah satunya ialah dengan 

melakukan manajemen di bidang SDM.  

Sumber daya aparatur di Indonesia melalui dinamika yang berubah-ubah, 

namun aparatur negara di Indonesia dikenal sebagai PNS atau Pegawai Negeri 

Sipil yang bertujuan menjalankan birokrasi pemerintahan. Pada masa 
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kemerdekaan Indonesia atau orde lama, aparatur negara disebut dengan Pegawai 

Negara Republik Indonesia yang tertuang pada Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kepegawaian. Pada masa pemerintahan orde baru, dibentuklah Korps Pegawai 

Republik Indonesia yang diisi oleh para PNS, Pegawai perusahaan umum, 

pegawai perusahaan jawatan, pegawai daerah, pegawai bank milik negara dan 

juga para pejabat yang melakukan birokrasi di desa. Undang-undang terkait 

aparatur negara yang diterbitkan pada masa orde lama juga digantikan menjadi 

UU No. 8 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pegawai negeri terdiri atas PNS 

dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Soeharto juga 

membuat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 yang mengharuskan 

aparatur negara atau PNS pada masa tersebut tergabung juga dalam anggota 

partai Golongan Karya atau Golkar yang saat itu dijadikan sebagai alat politik 

Soeharto. 

Aparatur negara yang digunakan sebagai alat politik, menjadikan birokrasi 

di Indonesia menjadi tidak sesuai karena hanya mementingkan visi golongan 

saja yang membuat masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan semakin 

tergeser. Hal tersebut membuat reformasi birokrasi harus menimbang kembali 

posisi aparatur negara dengan partai politik sehingga para masa reformasi 

undang-undang tersebut direvisi. Pada masa reformasi, perubahan mengenai 

aparatur negara terjadi dua kali yaitu dengan diterbitkannya UU No. 43 Tahun 

1999 dan UU No. 5 Tahun 2014. Perubahan yang terjadi antara lain mengenai 

keanggotaan aparatur negara yang terdiri atas PNS, TNI dan Polri karena adanya 

perubahan pada struktural ABRI dan berubahnya nama pegawai negeri menjadi 
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Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas PNS dan PPPK atau Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja. 

Dinamika-dinamika yang terjadi pada birokrasi di Indonesia 

memunculkan fakta bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh Manajemen Sumber 

Daya Manusia pada aparatur negara. Manajemen yang kurang baik dari berbagai 

dinamika tersebut menjadikan alasan mengapa diperlukannya manajemen 

sumber daya aparatur yang baik, mulai dari perekrutan hingga pemberhentian. 

Proses tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan birokrasi dengan baik. 

Menurut Sedarmayanti dalam Pratama (2022) tujuan dari MSDM, yaitu: 

1. Tujuan Sosial 

Setiap organisasi tentunya memiliki tantangan dan ancaman dalam 

mencapai tujuan organisasi, salah satunya ialah pemenuhan sumber daya 

manusia. MSDM bertujuan agar sebuah organisasi mampu meminimalisir 

ancaman tersebut guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien.  

2. Tujuan Organisasional 

Sumber daya manusia mempengaruhi tingkat efektivitas sebuah 

organisasi. Tujuan MSDM ialah membantu pencapaian organisasi dengan 

menyusun formasi sebaik mungkin. 

3. Tujuan Fungsional 

Tujuan ini disebut juga dengan tujuan objektif, sehingga pada 

pelaksanaannya MSDM digunakan pada organisasi sebagai alat 

mengoptimalkan kontribusi pegawai melalui pemeliharaan sumber daya 

manusianya. 
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4. Tujuan Individual 

Tujuan pribadi setiap pegawai harus diperhatikan oleh organisasi 

untuk keselarasan pencapaian tujuan organisasi. MSDM digunakan agar 

tujuan individu pegawai dengan organisasi tetap selaras sehingga 

memudahkan organisasi mencapai tujuan tersebut. 

Proses manajemen sumber daya aparatur akan menentukan proses 

berjalannya sebuah birokrasi yang efektif dan efisien. MSDM khususnya untuk 

aparatur sipil negara memerlukan pengelolaan yang efektif, mulai dari 

perencanaan hingga pemberhentian. Perencanaan diartikan sebagai instrumen 

dalam memutuskan jumlah pegawai dan kualifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan untuk mengklasifikasi kebutuhan sehingga 

birokrasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terlebih lagi organisasi 

publik merupakan organisasi yang berorientasi kepada pelayanan publik bukan 

profit perusahaan.  

Dinamika aparatur negara selalu hangat dibicarakan oleh masyarakat. 

Banyak sekali persepsi-persepsi yang mengatakan jika menjadi aparatur negara 

merupakan hal yang sudah ketinggalan jaman dan masalah-masalah birokrasi 

mempengaruhi keinginan mereka untuk menjadi pelayan publik. Namun 

berdasarkan data yang diperoleh, keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi 

“abdi negara” tergolong selalu tinggi dan tidak menurunkan eksistensi dari 

aparatur sipil atau birokrat itu sendiri. Pegawai negeri sering disebut-sebut 

sebagai “mantu idaman” karena dianggap memiliki keamanan finansial dan 

prestise yang dihasilkan dari persepsi masyarakat khususnya generasi baby 

boomers yang saat ini berada pada tingkatan orang tua. Pada tahun 2007, Tim 
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Litbang Media Group dalam Saili (2009) mengatakan bahwa tingkat keinginan 

seorang yang berada pada angkatan kerja pada beberapa wilayah di Indonesia 

tergolong tinggi dengan capaian 70% sedangkan lainnya ingin menjadi 

wirausaha. Hal tersebut disebutkan juga karena di latarbelakangi oleh persepsi 

akan keamanan kerja dan minimnya risiko jika menjadi PNS. Fenomena lainnya 

juga dikatakan oleh Setiawan (2022) bahwa fenomena tingginya minat 

masyarakat untuk menjadi ASN dapat dilihat dari beberapa fenomena, yaitu: 

1. Tingginya Minat Sekolah Ikatan Dinas 

Tak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini terjadi tiap tahunnya. Tes 

sekolah ikatan dinas yang diselenggarakan pemerintah tentunya memiliki 

eksistensi yang tinggi dengan banyaknya para pendaftar pada sekolah-

sekolah kedinasan tersebut. tak jarang bahkan banyak sekali pendaftar rela 

mengikuti tes berkali-kali untuk menjadi mahasiswa sekolah tersebut. 

contohnya ialah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah 

Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan sekolah ikatan dinas lainnya yang 

dikelola oleh kementerian. 

2. Tingginya Minat Tes CPNS 

Berdasarkan data yang tercatat oleh BKN dalam Sembiring (2021) 

dijelaskan rekrutmen CPNS tahun 2021 memiliki peminat sebanyak 4,5 

juta orang mendaftarkan diri dengan formasi yang dibutuhkan hanyalah 

659 ribu orang, 

3. Banyaknya Korban Penipuan CPNS 

Fenomena ini sering sekali terjadi dalam masyarakat. Tak sedikit 

orang yang tertipu oleh oknum-oknum yang mengatakan bisa membantu 
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untuk menjadi ASN bahkan meraup puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

Fenomena ini merupakan bukti bahwa eksistensi ASN di masyarakat 

sangatlah besar. 

4. Banyaknya Tekanan Kelompok Masyarakat untuk Menjadi CPNS 

Fenomena yang satu ini bukanlah rahasia lagi di masyarakat. Banyak 

sekali aksi demonstrasi maupun audiensi oleh kelompok-kelompok 

masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menjadi ASN. Contohnya 

ialah para mantan tenaga honorer dan masyarakat lain yang mendesak 

untuk dijadikan kandidat PNS. 

Eksistensi menjadi aparatur tak hanya dipengaruhi oleh faktor internal 

saja. Orang tua biasanya menjadi faktor pendukung dalam memotivasi anak 

mereka menjadi seorang aparatur negara. Banyak sekali orang tua yang 

menyarankan anaknya menjadi PNS karena pengakuan atau Prestige yang 

didapatkan mampu meningkatkan jejang keluarga tersebut. Pekerja yang bekerja 

pada sektor pemerintahan akan lebih diakui dibanding dengan pekerja yang 

memiliki usaha. Bekerja sebagai aparatur negara akan dianggap mampu 

memenuhi kebutuhan manusia dan aman dari pemutusan hubungan kerja yang 

terjadi pada organisasi-organisasi privat. Hal tersebut didukung oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa PNS berhak 

mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, fasilitas, jaminan pensiun serta jaminan hari 

tua, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK 

memperoleh gaji, tunjangan, perlindungan, cuti dan pengembangan kompetensi. 

Selain itu berdasarkan Pasal 92 dijelaskan juga bahwa pemerintah wajib 

memberikan perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan kematian, 



11

jaminan kecelakaan kerja dan bantuan hukum. Manfaat-manfaat tersebut 

membuat masyarakat semakin yakin untuk melanjutkan karirnya sebagai 

aparatur negara sehingga muncullah ekspektasi dan intensi dalam mencapai hal 

tersebut.

Ekspektasi dalam KBBI diartikan sebagai sebuah harapan dan keyakinan 

agar menjadi kenyataan di masa depan. Ekspektasi juga dapat dikatakan sebagai 

kecenderungan seseorang untuk melakukan usaha, dengan cara tertentu, sehingga

mencapai sebuah keinginan dan diikuti dengan hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Vroom dalam Pramiana dkk. (2021) ekspektasi merupakan 

kondisi dimana seseorang termotivasi sehingga melakukan hal-hal tertentu dalam

mencapai tujuannya karena keyakinan atas tindakan yang dilakukan akan mengarah 

pada pencapaian dari tujuan tersebut. Fenomena yang terjadi di masyarakat juga 

dapat dikaitkan dengan ekspektasi yang diharapkannya. Banyak sekali masyarakat 

Indonesia yang termotivasi dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika 

menjadi seorang ASN. Menjadi seorang ASN juga dapat dikatakan mampu untuk 

melengkapi semua kebutuhan manusia, sehingga banyak sekali masyarakat yang

antusias akan pekerjaan tersebut.

Gambar 2. Persentase keinginan anak muda menjadi PNS

Sumber : Magdalene (2018)
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Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Riset Visi Teliti Seksama 

dalam Dzulfikar (2022) yang melibatkan 890 responden dengan rentang usia 15-

35 Tahun ditemukan bahwa sebagian besar anak muda masih mempunyai 

keinginan menjadi seorang PNS. Keinginan tersebut sebagian besar muncul 

karena dorongan pribadi dan juga keluarga serta lingkungan. Responden yang 

merupakan anak muda tersebut mengatakan jika mereka ingin menjadi PNS 

dengan alasan mendapatkan tunjangan, fasilitas-fasilitas, risiko PHK yang kecil 

dan juga waktu kerja yang tergolong santai. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

setiap orang tentunya berekspektasi dengan perjalanan karir yang mereka 

inginkan ke depannya.  

Ekspektasi memang dapat mengukur keinginan seseorang terhadap 

sesuatu, namun tak sedikit pula seseorang menyesal karena ekspektasi yang 

mereka berikan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Pada bulan Mei 

tahun 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jika terdapat 

105 Calon PNS yang lolos seleksi pada tahun 2021 mengundurkan diri. Hal 

tersebut dikatakan sebagai bentuk kekecewaan mereka karena apa yang mereka 

ekspektasikan tidak sesuai dengan keadaannya. Mereka berpendapat jika mereka 

mengekpektasikan gaji yang besar, sedangkan gaji dan tunjangan PNS jika 

dibandingkan dengan pengusaha memang relatif kecil. Selain itu mereka juga 

berpendapat jika penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keinginannya 

sehingga mundur menjadi aparatur negara. 

Niat atau intensi dari ekspektasi seseorang tentunya dapat diprediksi dan 

diukur. Pengukuran niat seseorang dapat diukur melalui Theory of Planned 

Behavior (TPB) atau teori yang mempelajari sikap seseorang terhadap suatu 
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perilaku. TPB disebarkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein yang berawal 

dari Theory of Reasoned Action (TRA). Menurut Ajzen dalam Wahyuningsih

(2018) TPB merupakan sebuah teori yang digunakan dalam menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan suatu tindakan atau 

perilaku.  TPB akan menunjukkan jika sikap, perilaku, serta norma subyektif 

mampu mempengaruhi intensi seseorang. Intensi di definisikan sebagai 

anteseden langsung sebuah perilaku yang diukur melalui 3 faktor, yaitu sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol persepsi perilaku. Faktor-faktor 

tersebut dikatakan mampu menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat 

memprediksi sikap seseorang. Perilaku juga dikatakan sebagai salah satu 

perwujudan terhadap intensi seseorang.

Gambar 3. Jumlah Pendaftar CPNS dari Tahun 2017 hingga 2021

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan informasi yang didapatkan

Berdasarkan gambar 3, peneliti melakukan observasi untuk melihat intensi 

masyarakat untuk bekerja sebagai aparatur negara. Pada gambar tersebut jumlah 

peminat yang mendaftarkan diri untuk menjadi PNS bersifat fluktuatif namun 

dengan capaian yang cukup tinggi, sedangkan formasi yang dibutuhkan hanya 

2.433.656

4.436.694
5.056.585

4.542.798
4.112.722

2017 2018 2019 2020 2021
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berkisar 67 ribu hingga 80 ribu posisi saja. Jika dilihat formasi yang dibutuhkan 

tidak lebih dari 0,01% dari jumlah pendaftar. Keinginan mendaftar dan 

mengikuti seleksi merupakan salah satu bentuk intensi yang dilakukan oleh 

masyarakat untuk melanjutkan karirnya sebagai aparatur negara. 

Keberadaan ekspektasi dan intensi akan mempengaruhi seseorang dalam 

mengambil sikapnya dalam mencapai masa depan (Boyd dkk., 2018; Bright, 

2016; Jäkel & Borshchevskiy, 2019). Intensi mampu memprediksi keinginan 

kuat seseorang untuk memilih sikap yang dilakukannya dengan faktor-faktor 

yang didukung. Keinginan menjadi Aparatur Sipil Negara merupakan keinginan 

banyak sekali masyarakat di Indonesia yang di latar belakangi karena keamanan 

kerja dan juga keamanan finansial serta faktor pengakuan orang lain. Fenomena 

yang terjadi di masyarakat cukup menjelaskan jika masyarakat memiliki 

ekspektasi yang tinggi untuk menjadi ASN sehingga intensi-intensi yang 

dilakukannya menjelaskan hubungan antar keduanya.  

Manusia mampu mengambil sikap terkait keinginannya tersebut sehingga 

sikap tersebut dapat menjelaskan keinginannya. Salah satu bentuk intensi yang 

dilakukan ialah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan dan 

birokrasi. Mempelajari suatu hal merupakan suatu bentuk niat seseorang 

sehingga orang tersebut dapat memaksimalkan tujuan yang mereka inginkan, 

dalam hal ini ialah mempelajari hal-hal melalui pendidikan formal. Pendidikan 

formal yang dapat ditempuh untuk menjadi seorang birokrat atau aparatur negara 

ialah dengan masuk dalam pendidikan administrasi negara atau administrasi 

publik. Melalui jurusan administrasi publik, seseorang mampu mempersiapkan 

dirinya dan memaksimalkan intensi serta ekspektasinya sebagai pelayan publik 
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yang bekerja menjalankan roda pemerintahan. Universitas Sriwijaya memalui 

salah satu program studinya, yaitu Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membuka peluang-peluang yang diinginkan oleh 

masyarakat dalam mencapai apa yang diekspektasikannya.

Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik bertujuan untuk mencetak 

generasi-generasi pejabat publik yang profesional dan berkualitas. Jurusan ini 

menekankan kepada pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga mampu 

mencetak generasi-generasi pelayan publik yang benar-benar berorientasi 

kepada masyarakat. Program Studi Ilmu Administrasi Publik dalam Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

mampu memenuhi kualifikasi akademik dalam berbagai bidang, contohnya

Kebijakan Publik, Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal maupun 

Manajemen Sektor Publik. Kualifikasi-kualifikasi tersebut tentunya mampu 

menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam bidang 

pelayan publik. 

Gambar 4. Jumlah Mahasiswa AP Angkatan 2019-2022

Sumber : Data diolah peneliti dari administrasi jurusan
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Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa mahasiswa aktif Program Studi 

Ilmu Administrasi Publik sebanyak 976 mahasiswa. Jumlah tersebut merupakan 

kalkulasi dari 4 angkatan, yaitu 2019 (245 Orang), 2020 (232 Orang), 2021 (245 

orang) dan 2022 (254 Orang). Hal tersebut juga membuktikan jika ketertarikan 

masyarakat khususnya generasi Z (lahir tahun1996-2009) untuk melanjutkan 

karirnya dalam bidang birokrasi dan pelayan publik cukup tinggi.  

Terkait tingginya ekspektasi dan intensi mahasiswa untuk melanjutkan 

karirnya sebagai pelayan publik membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam apakah ekspektasi menjadi seorang ASN mempengaruhi intensi mereka 

dalam bersikap. Selain itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 

kepercayaan terhadap birokrasi mampu mempengaruhi ekspektasi mahasiswa 

untuk menjadi ASN sehingga berpengaruh juga terhadap Intensi dalam 

menggapainya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Ekspektasi terhadap Intensi Bekerja Sebagai 

Aparatur Sipil Negara dengan Kepercayaan pada Birokrasi sebagai Variabel 

Moderating (Studi pada Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik, Universitas Sriwijaya)”  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ekspektasi mahasiswa untuk bekerja sebagai ASN  

mempengaruhi Intensi mahasiswa dalam bekerja menjadi ASN? 
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2. Apakah kepercayaan pada birokrasi mampu memoderatori pengaruh 

ekspektasi mahasiswa untuk menjadi ASN terhadap intensi mahasiswa 

untuk bekerja menjadi ASN? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan 

masalah yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh ekspektasi 

mahasiswa untuk bekerja menjadi ASN mampu mempengaruhi secara 

signifikan besar kecilnya intensi mahasiswa untuk bekerja menjadi 

ASN. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kepercayaan pada 

birokrasi mampu untuk memoderasi pengaruh ekspektasi mahasiswa 

untuk menjadi ASN terhadap intensi mahasiswa untuk menjadi ASN. 

 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan dan pengembangan mengenai reformasi 

birokrasi dan juga telanted management  atau perencanaan dalam sumber 

daya manusia dalam birokrasi juga menjadi referensi penelitian khususnya 

terhadap ekspektasi dan intensi untuk bekerja menjadi ASN. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan ke depannya bagi 

mahasiswa dalam memilih jalur karirnya dan meningkatkan pengaruh 

mahasiswa yang ingin bekerja menjadi ASN. Tak hanya itu, penelitian ini 

juga dapat meningkatkan gairah mahasiswa dalam melakukan penelitian-

penelitian terkait kepercayaan terhadap birokrasi. Penelitian ini juga 

dianggap mampu menjawab persepsi masyarakat mengenai kurangnya 

minat menjadi aparatur negara ke depannya.  
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